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ABSTRAK 

 

Harun Harasyid (2020) : “Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi “Salah 

Malah” dalam Adat Pernikahan di Desa Muara 

Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu)” 

 
Pernikahan adalah sarana terbaik menuju kehidupan yang bahagia karena  

masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa, kecintaan dan kasih 
sayang dapat tersalurkan. Namun kadangkala terdapat hambatan dalam proses 
menuju pernikahan seperti ketika hendak melaksanakan pernikahan terjadi 
kesalahan adat, sehingga harus membayar sanksi “salah malah” kepada datuk 
adat atau pucuk adat. Padahal menurut syariat, pernikahan bisa dilakukan apabila 
telah terpenuhi rukun dan syarat sah menikah. Namun di Desa Muara Musu 
apabila terjadi kesalahan dalam prosesi adat terlebih dahulu membayar sanksi, 
meskipun rukun dan syarat sudah terpenuhi. Maka dari itu, penulis merasa tertarik 
untuk meneliti lebih dalam lagi dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
Bagaimana sanksi“salah malah” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara 
Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, dan Bagaimana analisis 
hukum Islam terhadap sanksi“salah malah” dalam adat pernikahan melayu di 
Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di 
Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun 
metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, 
wawancara, dan studi kepustakaan. Karna populasi sedikit langsung dijadikan 
sampel sebanyak 16 responden. Melalui observasi dan wawancara diperoleh 
jawaban-jawaban tentang bagaimana sanksi“salah malah” dalam adat pernikahan 
melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, 
maka penulis meninjau dengan tinjauan hukum Islam serta menampilkan dalil-
dalil untuk mempertegas kesimpulan yang akan ditarik. 

Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kesalahan yang terjadi 
selama proses menuju pernikahan tetap dikenakan sanksi. Jika sanksi itu tidak 
dibayarkan maka acara tidak dapat dilanjutkan menurut adat. Karena adat sudah 
menetukan dan menetapkan aturan untuk semua prosesi adat dalam sebuah 
pernikahan. Sanksi yang dibayarkan disebut riya. Setiap 1 riya di kurs : 3000 
(sembilan ribu). Dan sanksi tertinggi 40 riya : 120.000. setelah di analisis sanksi 
“salah malah” dalam pernikahan lebih baik ditinggalkan mengingat bahwa 
menikah adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Seseorang yang ingin 
menikah adalah orang yang ingin beribadah, mengharapkan ridha Allah, 
mengikuti sunnah Nabi. Harusnya masyarakat memberikan kemudahan untuk 
orang-orang yang ingin menikah, bukan mempersulit sehingga menimbulkan 
dampak yang buruk. Selain itu bertentangan dengan syara‟ (Al-Qur‟an dan 
Hadits) yang menjelaskan bahwa Allah senantiasa memudahkan dan tidak 
menyulitkan. Sedangkan Sanksi “salah malah” yang dilakukan selain masalah 
nikah seperti sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi di 
masyarakat tetap boleh dilakukan namun dengan meninggalkan beberapa adat 
yang tidak sesuai dengan syara‟. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan 

wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf 
1
 yang diakui 

dan diyakini berlaku mengikat bagi semua yang memeluk Islam.
2
 Hukum 

Islam banyak memuat aturan untuk manusia baik itu hukum pidana maupun 

hukum perdata. Salah satu aturan yang diatur dalam hukum perdata adalah 

tentang perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa 

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.
3
  

Ajaran Islam telah menentukan ketika seorang muslim dewasa dan 

mempunyai kesanggupan/kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, maka 

wajib hukumnya untuk melangsungkan perkawinan. Allah SWT juga telah 

memberikan petunjuk di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan laki-laki 

dan perempuan dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya dapat 

berinteraksi dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Hal ini 

disebutkan dalam Al-Qur‟an surah Al-Hujurat ayat 13 : 

 

                                                             
1
Muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi 

muslim yang sudah dapat dikenai hukum) 

 
2
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1999), h. 8 

 
3
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (yogyakarta : UII Press, 1999), h. 14 
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Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
4
 

 

Allah SWT telah memberikan batasan dengan peraturannya tentang 

perkawinan, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam kitabnya yakni dengan 

hukum-hukum perkawinan dan hukum-hukum lainnya yang terkait dengan 

perkawinan. Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nur ayat 32 : 

                            

             

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”
5
 

 

Pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat 

dan rukunnya. Belum terpenuhinya syarat dan rukun pada saat pernikahan 

berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Adapun yang menjadi 

rukun dalam pernikahan ada lima : calon suami, calon isteri, wali, dua orang 

saksi dan ijab qabul. Adapun syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian 

dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, syarat 

                                                             
4
Depertemen RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan nya, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 517 

 
5
Ibid., h. 282 
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bagi wali, saksi dan ijab qabul.
6
 Semua syarat dan rukun pernikahan yang 

telah terpenuhi maka dilangsungkanlah resepsi perkawinan atau walimah. 

Namun pada beberapa tempat, pernikahan berlangsung sesuai adat yang 

berlaku. 

Pernikahan dalam syariat Islam bisa dilakukan jika telah terlengkapi 

syarat dan rukun nikahnya, syariat Islam senantiasa memudahkan dan bukan 

menyulitkan dan dilaksanakan tanpa proses yang panjang. Sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW : 

رُ النِّكَاحِ أيَْسَرهُُ   خَي ْ

“Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah”.(HR. Abu Daud)
7
 

Memudahkan pernikahan berarti mempercepat terjadinya hubungan 

yang halal. Dan dalam Islam juga dianjurkan dalam memudahkan mahar dan 

sederhanakan pernikahan. Tidak boleh dipaksakan padahal tidak mampu., 

karena ini untuk kebaikan anak-anak calon pengantin dunia akhirat. 

Pernikahan itu tujuannya untuk mencari berkah bukan gengsi, mencari ridha 

Allah bukan mencari ridha manusia. Mahar yang mudah akan membuat 

pernikahn berkah. Berkah itu adalah bahagia dunia akhirat baik kaya maupun 

miskin tidak sedikit orang kaya tetapi rumah tangga tidak bahagia dan tidak 

berkah. Resepsi dianjurkan sederhana sesuai keadaan, tidak dipaksa untuk 

mengadakan resepsi yang akan menyulitkan dan membenani keluarga, apalagi 

                                                             
6
Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum 

Islam, (Jakarta : Pustaka Amani, 2011), Cet. ke-3, h. 69 

 
7
 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy‟ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, No. 2117 (Riyad : 

Maktabah Al-Ma‟arif Lin-Nasr Wattauzi‟, 1427), h. 182 
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sampai harus berhutang, sehingga dana yang ada bisa digunakan untuk awal 

membangun rumah tangga. karena pada dasarnya pernikahan tujuannya bukan 

untuk kemewahan yang menimbulkan kemudharatan akan tetapi pernikahan 

tujuannya adalah untuk mencari kemashlahatan dan keridhoan Allah SWT.  

Resepsi pernikahan merupakan sunnah, diadakan dengan tujuan agar 

masyarakat mengetahui pernikahan yang berlangsung sehingga tidak terjadi 

fitnah dikemudian hari terhadap dua orang yang menikah tersebut. Namun 

dalam suatu daerah, adat menjadi aturan penting dalam pelaksanaan sebuah 

pernikahan. Dan proses pernikahan yang dijalankan adat tidak ada ditemukan 

aturan dalam nash al-Qur‟an maupun al-Sunnah. Hal ini adalah kebiasaan 

yang berlangsung lama dalam masyarakat.  

Itulah beberapa ketentuan Islam dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, 

beda halnya dengan apa yang dilaksanakan di tengah masyarakat Indonesia 

yang mana  aturan penting yang dilaksakan dalam adat pernikahan dengan 

memakai urf  yang fasid. Dari segi keabsahannya menurut pandangan syara‟, 

„urf terbagi dua, yaitu „urf shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan „urf fasid 

(keabsahan yang dianggap rusak).
8
 

1. „Urf Shahih 

„Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qu‟an dan Sunnah), tidak 

menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula memabawa 

mudharat kepada mereka. Misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki 

                                                             
8 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. ke-3, h. 141 
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memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap 

maskawin.
9
 Contoh lainnya seperti mengadakan pertunangan sebelum 

melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam 

masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara‟.
10

 

2. „Urf fasid 

„Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi 

tradisi itu bertentangan dengan syara‟ atau menghalakan sesuatu yang 

diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.
11

 Seperti mengadakan 

sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. 

Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang 

telah diajarkan oleh Islam.
12

 

Begitu juga dalam sebuah adat pernikahan. Pernikahan yang 

seharusnya dan dianjurkan untuk dimudahkan malah dipersulit dengan adanya 

tradisi sanksi salah malah dalam proses pernikahan. Setiap melakukan 

kesalahan akan dikenakan sanksi. Selama proses dari awal pernikahan 

merupakan sebuah kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam 

menjalankankan adat. Karena jika terjadi kesalahan, maka akan dikenakan 

sanksi “salah malah” yang nantinya akan menyulitkan proses menuju 

pernikahan bahkan jika sanksi itu tidak dibayar maka perkawinan bisa berisiko 

untuk dibatalkan. 

                                                             
9 Ibid. 

 
10 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Cet. ke-1, h. 81 

 
11

 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang : Toha Putra Grop, 1994), h. 123 

 
12 Ahmad Sanusi dan Sohari, op. cit. 
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Desa Muara Musu merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Ciri khusus 

dari masyarakat ini adalah sangat memegang teguh tradisi yang  telah diwarisi 

dari nenek moyang terdahulu. Meskipun terkadang tradisi itu tidak diketahui 

asal usulnya. Masyarakat akan tetap mempertahankan apa yang telah diwarisi 

dan dipercayai secara turun menurun hingga anak cucu. 

Adapun yang dimaksud dengan tradisi adalah adat kebiasaan, ajaran 

turun temurun dari nenek moyang.
13

 Selanjutnya yang dimaksud dengan 

kebiasaan adalah suatu kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, 

tatapi juga ditaati. Adat kebiasaan atau yang dikenal juga dengan adat istiadat 

mempunyai ikatan dan pengaruh dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya 

tergantung pada masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut, terutama 

bertitik tolak pada perasaan keadilan.
14

 

Sebagaimana diketahui bahwa adat adalah hukum atau tradisi yang 

dibuat oleh nenek moyang masyarakat terdahulu, hukum atau tradisi tersebut 

tidak bersifat mengikat seperti halnya hukum pidana pada umumnya. 

Pelanggar terhadap hukum adat akan dikucilkan dalam masyarakat juga 

ditinggalkan oleh datuk adatnya.  Datuk adat tidak akan memperdulikan 

semua masalah yang nantinya menimpa si pelanggar. Kecuali pelanggar itu 

datang kepada datuk adat untuk membayar sanksi “salah malah” atas 

kesalahan yang dilakukannya.  

                                                             
13

 Yeny Salim,Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bintang Pelajar, 1994,) , Cet. ke-1. h. 3 

 
14

 Abdul Rahman, Hukum Adat Menurut Undang-Undang Rebublik Indonesia, (Jakarta : 

Cendana Pers, 1984 ), Cet. ke-2, h. 15 
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Adat yang selalu digunakan dalam perkawinan adat melayu khususnya 

di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sangat 

banyak dan menyulitkan. Adat ini tidak hanya menyulitkan pengantin laki-laki 

dan pengantin perempuan juga menyulitkan keluarga dari pengantin. Keluarga 

pengantin diwajibkan menyiapkan segala perlengkapan yang telah 

diperintahkan oleh datuk adat. 

Keluarga pengantin laki-laki wajib untuk menyiapkan hantaran 

(bungkusan) yang berisi sirieh burantai (sirih yang dibuat membentuk rantai), 

pinang buukie (buah pinang yang masih muda dibuat membentuk rantai), kayu 

api (kayu yang diukir sedemikian rupa sehingga membentuk menara), kelapa 

muda yang diukir kemudian dihiasi dengan bendera kertas, pakaian 

supungadak (pakaian lengkap perempuan yang terdiri dari baju kurung, jilbab 

dan selendang), tepak sirih sebanyak 3 (tiga) buah lengkap dengan isinya dan 

pukakeh mungundai (alat-alat untuk berhias). Sirieh burantai, pakaian 

supungadak, pukakeh mungundai dibuat oleh isteri datuk adat, isteri aparat 

setempat dan keluarga terdekat pada malam sebelum resepsi perkawinan, 

sedangkan  pinang buukie dan kayu api dibuat oleh datuk adat, aparat 

setempat dan keluarga terdekat. Proses pembuatan semuanya memakan waktu 

yang cukup lama, bahkan sampai jam 1 (satu) pagi. Semua perlengkapan 

diatas akan dibawa oleh rombongan pengantin laki-laki ke rumah pengantin 

perempuan. Keluarga pengantin perempuan juga diwajibkan menyediakan 

tepak sirih sebanyak 3 buah dengan ukuran yang berbeda dan lengkap dengan 

isinya, pakaian supugadak (pakaian lengkap laki-laki yang terdiri dari baju 
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melayu dan peci). Dan semua ini harus disiapkan secara sempurna sesuai 

dengan ketentuan adat. 

Apabila ada kekurangan dari perlengkapan bungkusan yang harus di 

bawa rombongan pengantin laki-laki di atas, maka datuk adat dan pucuk suku 

bisa menyalahkan. Tentunya setelah itu haruslah membayar sanksi kesalahan 

kepada datuk adat atau pucuk suku yang menyalahkan. Dan untuk dendanya 

sudah ditentukan oleh adat sesuai dengan hasil keputusan musyawarah 

bersama tokoh-tokoh adat Kecamatan Rambah Hilir. Adapun hitungannya 

adalah dalam bentuk riya (1 riya = Rp. 3.000).
15

 Dan untuk sanksi tertinggi 

bisa disalahkan oleh pucuk adat, maka jumlah yang harus dibayar adalah Rp. 

120.000 atau sama dengan 40 riya. 

Jika salah satu ketentuan-ketentuan adat terlanggar, maka bisa saja 

berakibat fatal bagi calon pengantin. Contohnya, jika tuan rumah salah 

menempatkan posisi duduk calon pengantin laki-laki pada saat rombongan 

datang untuk akad nikah, maka datuk adat bisa menyalahkan dan diharuskan 

membayar sanksi. Pembayarannya dengan setepak sirih yang posisi pangkal 

daun sirih mengarah ke datuk adat, karena jika pucuk daun sirih yang 

mengarah ke datuk adat itu bisa disalahkan kembali oleh datuk adat. Setelah 

itu barulah berucap maaf kepada datuk adat.  Jika sanksi itu tidak dibayarkan 

maka acara tidak dapat dilanjutkan menurut adat. Karena adat sudah 

menetukan dan menetapkan aturan untuk semua prosesi adat dalam sebuah 

pernikahan.  

                                                             
15

Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, Wawancara, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu 

Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 18 Oktober  2019 
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Jadi, semua prosesi adat yang dijalankan dalam perkawinan harus 

sesuai dengan aturan yang berlaku, jika ada kesalahan sekecil apapun akan 

beresiko terhadap kelangsungan acara. Contohnya, pada saat rombongan 

pengantin laki-laki tiba di balairung dan tuan rumah mengatakan, kepada 

pengantin diharapkan masuk ke balairung. Maka rombongan pengantin boleh 

untuk tidak masuk ke balairung, dan datuk adat pun boleh menyalahkan. 

Karena seharusnya tuan rumah mempersilakan pengantin dan rombongannya, 

bukan hanya pengantinnya saja. Bahkan dalam hal sekecil itu bisa saja 

dipersalahkan dalam adat melayu. Proses pernikahan yang dijalankan adat 

tidak ada ditemukan dalam nash al-Qur‟an maupun al-Sunnah. Hal ini adalah 

kebiasaan yang berlangsung lama dalam masyarakat.  

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam 

sebuah karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP SANKSI “SALAH MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN 

MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR 

KABUPATEN ROKAN HULU.”  

 

B. Batasan Masalah 

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul seputar pernikahan adat 

melayu, maka untuk lebih terarahnya penulis menfokuskan pada sanksi “salah 

malah” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan 

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dibatasi dari tahun 2018-

2020. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sanksi“salah malah” dalam adat pernikahan melayu di Desa 

Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sanksi“salah malah” dalam 

adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sanksi “salah malah” dalam adat pernikahan 

melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu.   

b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sanksi “salah 

malah” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.   

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai sebuah sumbangsih dan penambah wawasan kepada penulis 

dan masyarakat khususnya Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir agar lebih baik lagi dalam menjalankan adat budaya yang sesuai 

dengan syari‟at Islam.  
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b. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum pada program S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Pekanbaru. 

c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru maupun 

kalangan orang awam tentang adat melayu di Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

 

E. Metode Penelitian 

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 

metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian 

terlaksana secara sistematis.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

dilaksanakan di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu. Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari datuk adat 

serta masyarakat yang pernah disalahkan, lalu di deskripsikan dan 

dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan dalam rumusan masalah. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat sosiologis yuridis, 

yakni memahami keadaan dan kondisi yang ada di dalam masyarakat 

terutama di wilayah penelitian.
16

 Penelitian ini dilakukan untuk memahami 

keadaan masyarakat Desa Muara Musu terutama tradisi sansi salah malah 

                                                             
16

 Bambang Wahyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Grafika, 1990), h. 16 
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yang dihutangkan kepada datuk adat yang berlaku dalam proses 

pernikahan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini 

karena merupakan daerah penulis sendiri.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian 

(humanistik). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

datuk adat dan masyarakat yang pernah disalahkan oleh adat di Desa 

Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan 

penelitian.
17

 Sebagai objek penelitian ini adalah tentang sanksi “salah 

malah” dalam adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
18

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah datuk adat 

                                                             
17

 Deddy mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 33 

 
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 

2013),  Cet. ke-19, h. 80-81 
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dan suami istri yang pernah disalahkan oleh adat di Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

Datuk adat dan masyarakat yang terlibat dalam masalah yang 

diteliti ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari 7 datuk adat dan  9 

orang masyarakat yang pernah disalahkan adat melayu.
19

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan Karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk penentuan sampel, yang 

digunakan adalah total sampling (tekhnik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi).
20

 Alasan total samping karena 

jumlah populasi yang kurang dari 100, maka keseluruhan populasi 

dijadikan sampel. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 16 

orang. 

5. Sumber Data 

Adapun data yang mendukung tulisan ini terdiri dari: 

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
21

 Karena ini penelitian lapangan, maka sumber primernya 

berupa data yang diperoleh dari tokoh adat dan masyarakat yang 

disalahkan adat melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu. 

                                                             
19

Sujang Neka, Datuk Adat Suku Ampu, Wawancara, Dusun Sei. Mojai Desa Muara Musu 

Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, 18 Oktober  2019 

 
20

 Hadi Sabri Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar), h. 303 
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b. Sumber data sekunder yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya 

sebagai data pendukung.
22

 Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

data yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-

buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang 

diteliti. 

c. Sumber data tersier yaitu sumber data pelengkap yang terdiri dari Al-

Qur‟an, Kitab-kitab Hadits, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 

Arab, serta Undang-undang Perdata. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi : yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata 

serta dibantu dengan panca indera lainnya.
23

 

b. Wawancara : yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung kepada responden. Pertanyaan diajukan kepada 

tokoh adat dan pasangan suami istri yang disalahkan dalam adat 

melayu. 

c. Angket : yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

sejumlah pertanyaan yang disertai dengan alternatif jawaban kepada 

responden. Daftar pertanyaan tersebut diajukan kepada pasangan suami 

istri yang disalahkan dalam adat melayu. 

                                                             
 
23

 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 

(Yogyakarta : ANDI, 2010), h. 190  
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d. Studi Kepustakaan : yaitu dengan menghimpun informasi melalui 

buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan 

sumber lainnya. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk 

memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang 

diperoleh dari subjek penelitian. 

Sedangkan tekhnik-tekhnik yang digunakan penulis dalam 

penulisan adalah sebagai berikut : 

a. Deduktif. Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang 

bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi 

data yang bersifat khusus.
24

 

b. Induktif. Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang 

bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi 

data yang bersifat umum.
25

 

c. Deskritif Analitik. Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan 

serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam 

penulisan ini. Dalam metode ini, ketika data di dapatkan, maka penulis 

akan memberikan keterangan untuk menjelaskan data tersebut. 

Kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur. 

                                                             
24

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 26 
25

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah 

pembaca dalam memahami data dan mengerti isi dari skripsi nantinya, maka 

penulis membuat sistematika penulisan. Secara keseluruhan, penulisan 

penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis besar bab-perbab diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II    GAMBARAN UMUM DESA MUARA MUSU KECAMATAN 

RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU, pada bab ini 

akan membahas tentang sejarah Desa Muara Musu, aspek 

Geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat aspek 

penyelenggaraan pemerintah di Desa Muara Musu Kecamatan 

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, pada bab ini 

penulis memaparkan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum, 

syarat dan rukun pernikahan, Hikmah pernikahan, Pengertian 

pernikahan adat melayu, kewenangan adat melayu, sanksi-sanksi 

adat melayu di masyarakat Desa Muara Musu. Pengertian „urf, 

dasar hukum „urf, syarat dan macam-macam „urf, perbenturan „urf.   

BAB IV PEMBAHASAN, yang terdiri dari sanksi “salah malah” dalam 

adat pernikahan melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 
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Hilir Kabupaten Rokan Hulu, analisis hukum Islam terhadap 

sanksi “salah malah” dalam adat pernikahan melayu di Desa 

Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. 

BAB V    PENUTUP, bagian penutup berisi tentang kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diperlukan 

dalam upaya kesempurnaan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH 

HILIR KABUPATEN ROKAN HULU 

 

A. Gambaran Umum Sejarah Desa Muara Musu 

Desa Muara Musu adalah sebuah desa yang sudah ada sejak lama 

dibawah pengelolaan pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang 

terletak di Kecamatan Rambah Hilir. Muara Musu merupakan sebuah 

kampung atau dusun dimana ditengah kampung tersebut dialiri sebuah sungai 

dan bermuara ke sungai Rokan (Batang Lubuh) sehingga dari nama sungai 

tersebut menjadi nama kampung atau nama Desa Muara Musu.26Menurut 

cerita terdahulu, nama Muara Musu berasal dari Musuh. Pada zaman dahulu 

sekelompok orang yang tinggal di kampung tersebut berkelahi didalam sungai 

dan berteriak ada musuh. Perkataan musuh lama kelamaan menjadi kata musu. 

Adanya sungai yang bermuara di sungai Rokan jadilah namanya Desa Muara 

Musu.27 

Desa Muara Musu merupakan sebuah desa pemekaran dari Desa 

Rambah Hilir Tengah. Para pemuka-pemuka masyarakat, agama dan tokoh 

pemuda bermusyawarah untuk pemekaran desa tersebut dan membuahkan 

sebuah kesepakatan menjadi dua desa, yaitu Desa Rambah Hilir Tengah yang 

beribukota di Aur Betung dan Desa Muara Musu yang beribukota di Muara 

                                                             
26

Buku Profil Desa Muara Musu 

 
27

Ibid. 
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Musu.28 Pada tahun 2002, Desa Muara Musu resmi menjadi desa yang terdiri 

dari tiga dusun, yaitu Dusun Muara Musu Barat, Dusun Muara Musu Timur 

dan Pasir Pinang. Pada akhirnya, Desa Muara Musu mekar menjadi 6 (enam) 

dusun. Adapun ke 6 (enam) dusun tersebut, yaitu : 

1. Dusun Sei. Mojai 

2. Dusun Muara Musu 

3. Dusun Gelugur Indah 

4. Dusun Pasir Pinang 

5. Dusun Sosial 70 

6. Dusun Muara Musu Timur 

Pada awal berdiri desa ini yang memimpin disebut kepala desa. Sejak 

berdirinya Desa Muara Musu sampai sekarang dipimpin oleh 4 (empat) orang 

kepala desa, yaitu : 

1. Wali Salim (2002-2007) 

2. Wali Darwis (2007-2012) 

3. Wali Amri (2012-2017) 

4. Wali Amri (2017 - sekarang) 

Setiap dusun di Desa Muara Musu juga dipimpin oleh seorang kepala 

dusun yang dipilih melaui pemilihan secara langsung oleh warga setiap 

dusunnya secara demokrasi. Adapun nama dusun dan kepala dusun yang 

menjabat sekarang yaitu : 
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1. Dusun Sei. Mojai  : Musa 

2. Dusun Muara Musu  : Aris Sugianto 

3. Dusun Gelugur Indah  : Liwaul Hamdi 

4. Dusun Pasir Pinang  : Syamsul Jamal 

5. Dusun Sosial 70   : Suhairi 

6. Dusun Muara Musu Timur : Umrizal29 

 

B. Gambaran Umum Data Aspek Geografi dan Demografi Desa Muara 

Musu 

Geografi adalah ilmu tentang bumi yang meliputi luas wilayah 

permukaan, iklim penduduk, flora, fauna dan sebagainya.30 Aspek geografi 

adalah aspek-aspek yang yang mengkaji tentang bumiyang meliputi luas 

wilayah permukaan, iklim penduduk, flora, fauna dan sebagainya. Luas 

wilayah Desa Muara Musu lebih kurang 1120 Ha. Jarak Desa Muara Musu 

dari pusat Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir lebih kurang 2 KM, jarak 

dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 16 KM dan jarak dari Ibu 

Kota Provinsi lebih kurang 200 KM. 

Adapun mengenai batas wilayah Desa Muara Musu adalah sebagaia 

berikut : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rambah Hilir Tengah 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah Hilir/ Desa Sejati 

                                                             
29

Ermanita Erlis, Kasi Pelayanan Kantor Desa Muara Musu, Wawancara, 9 September 

2019 

 
30

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: 

Modern English Press, 1991), h. 467 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Muda/ Desa Sei. Sitolang 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei. Dua Indah31 

Topografi adalah penguraian atau kajian tentang keadaan muka bumi di 

suatu daerah secara terperinci. Keadaan topografi Desa Muara Musu yaitu 

sebuah daerah dataran rendah dan beriklim tropis. Curah hujan rata-rata 25-

31°C. Di desa ini terdiri dari musim hujan dan musim kemarau.32 

Demografi merupakan ilmu pengetahua mengenai susunan jumlah dan 

perkembangan penduduk di suatu daerah tertentu. Aspek demografi adalah 

aspek-aspek yang mengkaji tentang kependudukan disuatu daerah. Penduduk 

merupakan orang yang mendiami suatu daerah, negeri, pulau dan sebagainya. 

Penduduk secara hukum berhak tinggal di suatu daerah jika sudah  

mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi 

penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan 

ruang tertentu yang mempunyai kehendak umum bersama dan diatur oleh 

sebuah pola pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.33 

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam masalah 

sosial ekonomi, karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan 

komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi 

                                                             
31

Sumber data: Kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan 

Hulu tahun 2020 

 
32

Sumber data: kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan 

Hulu tahun 2020 
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Hertina, Sosiologi, (Pekanbaru : Suska Press, 2011), h. 11 
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suatu daerah.34 Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk merupakan modal 

dasar bagi pembangunan dalam suatu daerah. Pertumbuhan penduduk dapat 

dikatakan sebagai investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan 

pembangunan dan sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah 

pembangunan. 

Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah penduduk Desa Muara 

Musu berjumlah 2.721 jiwa dengan 686 KK (Kepala Keluarga). Untuk 

mengetahui kondisi penduduk Desa Muara Musu dapat dilihat berdasarkan 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Kondisi Penduduk Desa Muara Musu Berdasarkan Umur Dan Jenis 

Kelamin 

No 
Kelompok 

Umur 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-4 tahun 41 30 71 

2 5-9 tahun 107 110 217 

3 10-19 tahun 239 214 453 

4 20-29 tahun 257 260 517 

5 30-39 tahun 224 235 459 

6 40-49 tahun 194 280 474 

7 50-59 tahun 105 129 234 

8 60 tahun keatas 76 102 178 

  Jumlah 1.243 1.360 2.603 

Sumber:  Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, 

Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah penduduk Desa Muara Musu 

Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu adalah 2.603 jiwa dengan 

laki-laki berjumlah 1.243 jiwa dan perempuan berjumlah 1.360 jiwa. Dari 

tabel di atas dapat dilihat juga bahwa jumlah penduduk terbesar pada usia 20-
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29 tahun, yaitu 517 jiwa dan jumlah terkecil pada usia 0-4 tahun keatas, yaitu 

71 jiwa.35 

Tabel 2.2 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

No Pendidikan Jumlah 

1 Sarjana (S1-S3) 105 orang 

2 Diploma (D1-D2) 46 orang 

3 SLTA/ Sederajat 503 orang 

4 SLTP/ Sederajat 305 orang 

5 SD 576 orang 

6 PAUD 137 orang 

  Jumlah 1.672 orang 

Sumber : Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir, 

Tahun 2020 

 

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Muara 

Musu yang menuntut ilmu sampai tingkat PAUD berjumlah 137 orang, 

pendidikan SD berjumlah 576 orang, pendidikan SLTP/ Sederajat berjumlah 

305 orang, pendidikan SLTA/ Sederajat berjumlah 503 orang.  

Tabel 2.3 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

1 TNI 2 orang 

2 Bidan 3 orang 

3 PNS 25 orang 

4 Swasta 20 orang 

5 Nelayan 7 orang 

6 Pedagang 40 orang 

7 Petani 314 orang 

8 Jasa 9 orang 

  Jumlah 420 orang 

Sumber :  Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hili , 

Tahun 2020 

 

                                                             
35

Sumber data : kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan 
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Data di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Desa Muara 

Musu dalam memenuhi Kebutuhan hidupnya banyak yang bertani, yaitu 

sebanyak 314 orang, sedangkan mata pencaharian yang sedikit ditemui di desa 

ini adalah bidan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). 

Tabel 2.4 

Agama Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

No Agama  Jumlah  Ket. 

1 Islam 2.721 100% 

2 Lainnya -  

Sumber : Statistik kantor Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir , 

Tahun 2020 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua masyarakat Desa Muara 

Musu beragama Islam dan tidak dijumpai masyarakat yang menganut agama 

selain agama Islam. 

 

C. Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah proses pengubahan berpikir atau tingkah laku 

dengan cara pengajaran, peyuluhan dan latihan; proses mendidik.36 

Pendidikan merupakan tolak ukur untuk menentukan maju atau tidaknya 

suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat 

maka semakin tinggi pula kemajuan dan kesejahteraan yang ada di daerah 

tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan suatu 

masyarakat maka semakin rendah pula tingkat kemajuan dan kesejahteraan 

yang ada didaerah tersebut. Masyarakat yang ingin maju dan berkembang 
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adalah masyarakat yang memperbaiki, membina dan mengembangkan 

pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) dengan sungguh-sungguh. 

Tingkat pendidikan yang dimiliki suatu masyarakat sangat 

menentukan terhadap lajunyaarus perkembangan pembangunan dan 

pendidikan yang memadai akan menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya guna. Sumber daya manusia merupakan faktor 

yang sangat penting dalam proses pembangunan selain sumber daya 

alam.Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

dibutuhkan sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah suatu hal yang 

sangat penting dalam menunjang keberhasilan peserta didik dalam 

memahami dan mempelajari disiplin ilmu sehingga terciptalah insan yang 

berkualitas. Selain itu, sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor 

yang menunjang lancarnya proses belajar mengajar.  

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Muara Musu yaitu 

PAUD, SDN, MDTA Swasta, SMAN/SLTA. Pendidikan pada tingkat 

SLTP, masyarakat menyekolahkan anaknya keluar Desa, yaitu di Desa 

Muara Rumbai, Desa Rambah Hilir Tengah dan desa-desa yang terdekat. 

Pendidikan diploma dan Sarjana masyarakat megantarkan anaknya ke 

Kabupaten Rokan Hulu khususnya Pasir Pengaraian bahkan sampai ke Ibu 

Kota Provinsi yaitu Pekanbaru. 

2. Agama 

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta 

kekuasaan-Nya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang 
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berhubungan dengan kepercayaan itu.37 Agama merupakan salah satu yang 

memberikan arahan  dan makna bagi kehidupan seseorang atau 

masyarakat. Penduduk yang ada di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu 100% beragama Islam.  

Pemahaman dan pengamalan agama cukup tinggi, hal ini 

dibuktikan dengan terdapatnya masjid di setiap dusun sebagai tempat 

ibadah dan kegiatan lainnya yang bersifat keagamaan. Disamping itu, 

masyarakat  juga aktif dalam kajian-kajian Islam seperti majlis ta‟lim dan 

wirid yasinan pada setiap minggu dan diadakan pada dusun masing-

masing. Kajian-kajian Islam dilakukan secara rutin untuk menambah ilmu 

keagaman dan membuka cakrawala berfikir yang selama ini tertutup dan 

membenarkan pendapatnya sendiri serta taqlid secara membabi buta. 

Suasana kehidupan dalam menjalankan syari‟at Islam berjalan dengan baik 

dan tidak ada keributan karena masalah perbedaan menjalankan syari‟at 

Islam.38 

3. Adat dan Budaya 

Globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi menimbulkan perkembangan mayarakat yang sangat cepat yang 

menyebabkan tata nilai adat dan budaya suatu masyarakat berubah pula 

dengan cepat, baik positif maupun negatif. Desa Muara Musu yang 

dulunya sangat kental dengan adat yang ada sejak dari nenek moyang 

mengalami perubahan juga dalam hal adat dikeranakan masyarakat desa 
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Muara Musu juga masyarakat dinamis yang dapat menerima perubahan. 

Namun, terkadang perubahan itu tidak bisa terkendali sehingga nilai luhur 

adat bersandikan syara‟, syara‟ bersandikan kitabullah juga ikut 

mengalami perubahan tersebut. 

 

D. Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pemerintahan Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu tidaklah jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur 

perangkat desa, pemerintah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Desa.  

Pemilihan Kepala Desa melalui proses pemilihan secara langsung oleh 

masyarakat Desa Muara Musu dengan sistem demokrasi dan mengutamakan 

putra terbaik dari Desa Muara Musu serta memahami tentang pemerintahan 

desa. 

Tabel 2.5 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Muara Musu Kecamatan 

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

No Nama Jabatan Keterangan 
1 Amri Kepala Desa Honor 
2 Zainal Asrol Sekretaris Desa Honor 
3 Dasuki Rohimi Kasi Pemerintahan Honor 
4 Nazaruddin Kasi Kesejahteraan Honor 
5 Ermanita Erlis Kasi Pelayanan Honor 
6 Edi Junidi Kaur TU dan Umum Honor 
7 Syamsul Jamal Kaur Keuangan Honor 
8 Amrizal Kaur Perencaaan Honor 
7 Musa Kepala Dusun Sei. Mojai  
8 Aris Sugianto Kepala Dusun Muara Musu  
9 Umrizal Kepala Dusun Muara Musu Timur  
10 Suhairi Kepala Dusun Sosial 70  
11 Liwaul Hamidi Kepala Dusun gelugur Indah  
12 Syamsul Jamal Kepala Dusun Pasir Pinang  

Sumber:  Kantor Kepala Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu 
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Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut : 

1. Kepala desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala desa 

dalam melakukan pekerjaannya bertaggung jawab kepada camat. 

2. Sekretaris merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas membantu 

kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa. 

3. Kepala seksi (Kasi) pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam urusan 

administrasi dalam bidang pemerintahan dan ia bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugas yang telah diberi. 

4. Kepala Seksi (Kasi) kesejahteraan mempunyai tugas pokok dalam urusan 

kesejahteraan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugas yang diberi. 

5. Kepala Seksi (Kasi) pelayanan mempunyai tugas pokok dalam urusan 

pelayanan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas 

yang diberi. 

6. Kepala urusan (Kaur) tata usaha dan umum mempunyai tugas pokok 

dalam urusan tata usaha dan umum ia bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugas yang telah diberi. 

7. Kepala urusan (Kaur) keuangan mempunyai tugas pokok dalam urusan 

bidang keuangan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang 

telah diberi. 
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8. Kepala urusan (Kaur) perecanaan mempunyai tugas pokok dalam urusan 

perencanaan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang 

telah diberi. 

9. Kepala Dusun merupakan wakil dari kepala desa di setiap dusun. Kepala 

dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dalam urusan 

pemerintahan dan pembangunan pada tinggkat dusun masing-masing.39 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN 

 

A. Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan  berlaku pada 

semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan.40 Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan 

bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.41  

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal 

dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dengan pernikahan.42 Menurut bahasa, kata nikah berarti 

adh-dhammu wattadaakhul (bertindih atau memasukan).43 Dalam kitab 

lain, kata nikah diartikan dengan ad-dhammu wa aljam‟u (bertindih atau 

berkumpul).44 

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam 

pergaulan atau masyarakat sempurna.45 Pertalian pernikahan adalah 
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pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, 

bukan saja antara suami dan istri dan keturunannya, melainkan antara 

kedua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih 

mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari 

kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu kesatuan dalam 

segala urusan menjalankan kebaikan  dan mencegah segala kejahatan. 

Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan 

hawa nafsunya.46 

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin 

mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu 

dimaksudkan (syiaq al-kalam). Ucapan nakaha fulanun fulanah (Fulan 

telah mengawini fulanah), artinya adalah melakukan  akad nikah. Akan 

tetapi bila kalimatnya adalah nahaka fulanun zaujatuha (Fulan telah 

mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Menurut 

istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung 

kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau 

tazwij.47 Nikah atau zima‟ sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari 

kata “al-wath” yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad 

yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-

nikah atau at-tazwij, artinya bersetubuh dengan pengartian menikahi 
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perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” 

diartikan saling menggauli.48 

   Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah 

suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian 

bahwa pernikahan adalah perjanjian.49 Perjanjian itu dinyatakan dalam 

bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik 

langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon 

istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum 

atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.50 Kalau tidak demikian, 

misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk 

mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.51 

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut 

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.52 Pengertian 

tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut 
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hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.53  

Nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

bersuami dan beristri secara resmi.54 Nikah adalah perjanjian, dapat 

dimaknai tidak hanya dimensi jasmani saja, tetapi juga dimensi rohani dan 

aqli. Artinya, menikah merupakan sebuah perjanjian seutuhnya seseorang 

sebagai manusia yang memiliki dimensi fisik, rohani ataupun kecerdasan 

akal.55 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah.56 

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah 

manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka 

menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada 

dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan di samping merupakan proses 

alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara 

mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan 

ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai 

istrinya.57  
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Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin 

dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :58  

a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai 

suatu akad yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. 

Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh 

anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.  

b. Ulama Syafi‟iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad 

dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “zauj”, yang menyimpan arti 

memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya.  

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad 

yang mengandung arti mut‟ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak 

mewajibkan adanya harga.  

d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan 

menggunakan akad “nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan 

kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari 

seorang perempuan dan sebaliknya. Oleh karena itu, suami istri dapat 

saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah 

tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan 

warahmah di dunia.59 Dengan demikian secara keseluruhan aspeknya 
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di kandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan 

seremonial yang sakral.60 

Allah SWT telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan 

fitrah mulia manusia yang dengan fitrah tersebut terjaga harga diri dan 

kehormatan manusia. Oleh karena itu, Allah menjadikan hubungan laki-

laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang 

terjalin berdasarkan ridho dari keduanya, terucapnya ijab qabul sebagai 

bentuk keridhoan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak ramai 

bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.61 Dengan 

pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, 

terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga 

dari peran sebagai pemuas nafsu bagi laki-laki yang menginginkannya. 

Pernikahan seperti itulah yang akan di ridhoi oleh Allah SWT dan 

disyariatkan oleh agama Islam. 

2.  Dasar Hukum Pernikahan 

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan 

dengan berbagai bentuk anjuran.62 Baik itu anjuran melalu kitabullah 

maupun melalui hadits-hadits Rasulullah. Pernikahan menurut hukum 

Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk 
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mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.63 Nikah 

merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan 

sunnatullah.  

a. Al-Qur’an 

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 1 yang berbunyi :  

   -                 

                          

                  

Artinya :”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 

padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”.(QS An-Nisa : 1).64 

 

Firman Allah SWT dalam surah Yasin ayat 36 yang berbunyi : 

                       

       

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh 
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bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 

mereka ketahui”. (QS. Yasin : 36)65 

 

b. Hadits 

Menikah merupakan sunnah para nabi dan risalah para rasul, 

sebagai umat kita berkewajiban untuk meneladani mereka. Abu Ayyub 

r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :  

وَاكُ, وَالنِّكَاحُ.أَرْبَعٌ مِ  عَطُّرُ, وَالسِّ رْسَلِيَْْ : اْلحنَِّاءُ, وَالت َّ
ُ

 نْ سُنَنِ الم
Artinya : “Ada empat hal yang merupakan sunnah para rasul: 

memakai inai, memakai wewangian, bersiwak dan 

menikah”.66  

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : 

كَاتِبُ 
ُ

جَاىِدُ فِْ سَبِيْلِ اللَوِ , الم
ُ

 ,يرُيِْدُ اْلَأدَاءَ  اَّلذِي  ثَلََثةٌَ حَقٌّ عَلَ اللَوِ عَوْ نُ هُمْ: الم
 67وَالنِّاكِحُ اَّلذِيْ يرُيِْدُ الْعَفَافَ.

Artinya : “Tiga golongan yang berhak mendapat perlindungan Allah 

swt,: (1)orang yang berjuang di jalan Allah, (2)orang yang 

berjanji untuk kemudian menepati, dan (3)orang yang 

menikah demi menjaga kehormatan.” 

 

Pada dasarnya Allah SWT Menciptakan makhluknya tak 

terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan 

renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang 

oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri 

dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian 

kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling 
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menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar 

kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta 

mengembangkan keturunan.  Firman Allah SWT dalam surah An-Nur 

ayat 32 yang berbunyi : 

                     

                        

 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 

 

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah 

perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan 

dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang 

perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada 

dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.68 

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin 

Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu :69 
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1) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah swt bagi hamba-Nya. 

Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), 

afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah).  

2) Maslahat yang disunahkan oleh syar‟i kepada hambanya demi 

untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di 

bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke 

bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang 

ringan yang mendekati maslahat mubah.  

3) Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari 

kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. 

Imam Izzudin berkata : “Maslahat mubah dapat dirasakan secara 

langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar 

kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak 

berpahala” 

Adapun hukum pernikahan menurut Islam dapat digolongkan 

menjadi lima macam, yaitu : 70 

a. Wajib 

Pernikahan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat 

untuk menikah, telah mempunyai kemampuan untuk melakukan dan 

bertanggung jawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak 

menikah akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina. 
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b. Sunnah 

Pernikahan sunnah hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat 

untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan 

bertanggungjawab akan kewajibannya, tetapi tidak khawatir melakukan 

perbuatan zina bila tidak menikah.71 

c. Haram 

Nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu 

melaksanakanya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir 

seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin 

seperti mencampuri istri atau bila seorang pria atau wanita tidak 

bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri 

atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin 

memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang 

bersangkutan itu menikah karena justru apabila kawin akan membawa 

kemadharatan. 

d. Makruh 

Pernikahan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah 

berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab 

akan kewajibannya dan apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran 

akan berbuat zina.72 
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e. Mubah 

Pernikahan mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan 

dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib 

nikah dan tidak haram bila tidak menikah.73 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan  

a. Rukun Pernikahan 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu perbuatan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu‟ dan 

takbiratul ihram untuk sholat.74 Atau adanya calon pengantin laki-

laki/perempuan dalam pernikahan. Rukun adalah bagian dari hakikat 

sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu 

karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. 

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan 

menyatu dengan substansinya. Di antara rukun nikah ada ijab qabul 

yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya 

mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan 

tercapainya ridha secara bathin.75  

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan ini terdiri atas : 

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.  
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2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.76  

3) Adanya dua orang saksi. 

4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-

laki.  

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat : 

1) Imam Malik  

Mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : 

a) Wali dari pihak perempuan 

b) Mahar (maskawin) 

c) Calon pengantin laki-laki 

d) Calon pengantin perempuan 

e) Sighat akad nikah 

2) Imam Syafi‟i 

Mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :77 

a) Calon pengantin laki-laki 

b) Calon pengantin perempuan 

c) Wali 

d) Dua orang saksi 

e) Sighat akad nikah. 
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3) Menurut ulama Hanafiyah 

Menurut Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja 

(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon 

pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun 

nikah itu ada empat, yaitu :78 

a) Sighat (ijab dan qabul) 

b) Calon pengantin perempuan 

c) Calon pengantin laki-laki 

d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan. 

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, 

karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan 

digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat dibawah ini : 

a) Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni 

mempelai laki-laki dan mempelai wanita. 

b) Adanya wali 

c) Adanya dua orang saksi 

d) Dilakukan dengan sighat tertentu79 

b. Syarat Pernikahan 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang mentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk 
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dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat.80 

Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus 

beragama Islam. 

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang telah memenuhi 

rukun dan syaratnya.81 Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi 

sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka 

pernikahan tersebut sah dan menimbulkan adanya segala hak dan 

kewajiban sebagai suami istri. 

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada 

dua: 

1) Calon mempelai perempuannya halal dinikahin oleh laki-laki yang 

ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan 

orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk 

sementara maupun untuk selama-lamanya. 

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi 

Akad nikah itu wajib dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, 

muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli) 

dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil. Saksi 
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merupakan syarat sah pernikahan. Secara rinci, masing-masing rukun 

di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :82 

1) Syarat-syarat kedua mempelai 

Syarat-syarat pengantin pria 

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu :83 

a) Calon suami beragama Islam. 

Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum Islam laki-laki 

sebagai pengayom dalam rumah tangga. Maka pokok hukum itu 

dikembalikan kepada hukum pengayom. Karena pernikahan itu 

didasarkan hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu yang 

menjadi dasar utama ancar-ancar hukumnya. Dalam hukum 

umum pun berlaku kebiasaan hukum istri mengikuti hukum 

suami, sebagimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya.  

b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki. 

Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki. Hal 

ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak 

mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk 

kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan hukum Islam 

menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban 

berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad pernikahan 
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adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itulah perlu 

penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar 

laki-laki. Menurut ilmu kedokteran memungkikan adanya 

pertumbuhan yang kurang normal itu ada, oleh karena itulah 

pentingnya pemeriksaan dokter sebelum melangsungkan 

pernikahan.84 

c) Orangnya diketahui dan tertentu. 

Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah 

suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.  

d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal menikahi calon istri. 

Dan calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta 

tahu betul calon istrinya halal baginya. 

Persyaratn ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai 

pernikahan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau 

laki-laki ada hubungan mahram, maka melaksanakan 

pernikahannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidak sah, 

karena larangan itu termasuk haram lidzatihi. 

e) Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan pernikahan 

itu. 

Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, 

sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena 

paksaan. Demikian halnya dalam pernikahan yang merupakan 
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perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya, 

dalam hal ini calon suami. 

f) Tidak sedang melakukan ihram. 

Orang sedang ihram tidak boleh melakukan pernikahan dan juga 

tidak boleh menikahkan orang lain, bahkan melamar juga tidak 

boleh.  

Menurut ulama Hanafiyah yang diharamkan itu bukan 

pernikahannya, akan tetapi yang diharamkan tersebut adalah 

berkumpulnya di waktu ihram.  

g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri 

dan tidak sedang mempunyai istri empat.85 

Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan juga tidak 

mempunyai istri empat. Hal ini jelas karena terang bahwa orang 

ini haram melakukan pernikahan.  

Syarat-syarat calon pengantin perempuan. 86 

1) Beragama Islam atau ahli kitab 

Wanita yang tidak muslimah, selain kitabiyah tidak boleh dinikahi 

oleh laki-laki muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah 

Al-Baqarah ayat 221 : 
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Artinya: ”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 

dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang 

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah ayat 221).87 

 

2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci). 

Karena pernikahan itu merupakan perjanjian antara wanita dan 

pria, maka perlu kejelasan yang melakukan akad nikah tersebut, 

demikian pula perlu jelas orangnya. Inilah pentinya penyebutan 

wanita dalam akad.  

3) Halal bagi calon suami 

Wanita itu halal dinikahi oleh calon suami, hal ini sudah jelas. 

4) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam 

„iddah. 
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Wanita itu tidak dalam masa pernikahan dengan laki-laki lain, 

dan juga tidak dalam masa „iddah. Sesuai dengan pengertian 

iddah ialah masa menunggu bagi wanita yang dicerai oleh 

suaminya atau ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan 

laki-laki lain. Apalagi kalau iddahnya talak raj‟i di mana pada 

waktu wanita itu menjalani masa iddah boleh diruju‟ oleh bekas 

suaminya. Hal ini tentu saja menghalangi adanya perkawinan 

baru dengan orang lain.  

5) Tidak dipaksa/ikhtiyar 

Wanita itu tidak dipaksa, artinya mempunyai kebebasan untuk 

menentukan sikap. Paksaan di sini adalah paksaan dengan 

ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa. 

Harus dibedakan antara hak ijbar bagi ayah untuk menentukan 

dominasi pilihan calon suami bagi anak putrinya yang sangat 

pantas dan sesuai, serta wanita itu tidak mengadakan 

penolakannya dengan keras. 

6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah 

Wanita itu tidak sedang menjalani ihram haji atau umroh.  

b.  Syarat-syarat Ijab Qabul88 

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. 

Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). 

Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala 

yang bisa dipahami.  
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Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau 

walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau 

wakilnya. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak 

boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak 

kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan 

qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua 

orang saksi.   

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah dan 

tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-

kalimat tersebut terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Demikian 

menurut asy-Syafi‟i dan hambali. Sedangkan menurut Hanafi 

membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari al-Qur‟an, misalnya 

menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya, 

dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan 

dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya pernikahan.89 

c. Syarat-syarat wali 

Pernikahan dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai 

perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilya.90 Wali 

hendaklah seorang laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil (tidak 

fasik).  
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Wali yang di utamakan adalah ayah kandung, kemudian kakek 

(ayah dari ayah), kemudian saudara laki –laki seayah seibu, kemudian 

saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki 

seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 

kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak laki-laki dari 

paman tersebut.  

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan tanpa 

menunggu kerelaan dari yang dinikahkan itu. Menurut asy-Syafi‟i, 

wali mujbir ayah dan ayah dari ayah (kakek). Golongan Hanafiyah 

berpendapat bahwa wali mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan 

terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang 

akalnya.  

Wali yang adil, wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak 

bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang sholeh, orang yang 

tidak membiasakan diri berbuat yang mungkar. 

d. Syarat-syarat saksi 

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, 

muslim, baligh, berakal, dapat melihat dan mendengar serta mengerti 

(paham) akan maksudnya akad nikah tersebut.91 

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi 

itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, 
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 Musthafa Diib al-Bugha, Fiqih Menurut Madzhab Syafi‟i, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 
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boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, 

orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.92 

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai 

berikut : 93 

1) Berakal bukan orang gila 

2) Baligh bukan anak-anak 

3) Merdeka bukan budak 

4) Islam 

5) kedua orang saksi itu mendengar 

Adanya saksi untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan 

masyarakat. Miaslnya salah seorang mengingkari, hal itu dapat 

dielakkan dengan adanya dua orang saksi. Juga misalnya terjadi 

kecurigaan di tengah masyarakat, maka dua orang saksi tersebut 

dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad pernikahan sepasang 

suami istri tersebut. Di samping itu menyangkut pula keturunan apakah 

benar yang lahir adalah dari pernikahan suami istri tersebut. Jelas 

fungsi saksi sangat berpengaruh dalam kejelasan kehidupan sebuah 

keluarga atas kesaksiannya.94 

4. Hikmah Pernikahan 

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena 

beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh 
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individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum. 

Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya menikah : 

a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. 

Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk 

menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi 

rasa gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. 

Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri 

sesksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah 

dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan 

mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah Swt. 

Allah Swt berfirman : 

                   

                        

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 

sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 

sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berfikir”. (ar-Rum : 21) 

 

b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, 

menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. 

Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. 
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c. Dengan pernikahan naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan.95 

d. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi 

keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dalam memenuhi 

kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya. 

e. Dengan pernikahan ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan 

istri, baik di dalam maupun di luar rumah, berikut tanggung jawab yang 

harus dipenuhi sesuai kemampuan masing-masing. Perempuan 

bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik 

anak, dan menciptakan suasana yang kondusif yang dapat 

menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan 

semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam memenuhi 

kebutuhan rumah tangga. 

f. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan 

jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di 

dalam masyarakat.96 

 

B. Pernikahan Adat Melayu 

1. Pengertian Pernikahan Adat Melayu 

Adat adalah aturan, kebiasaan yang lazim diturut atau dilakukan 

sejak dahulu kala.97 Adat menunjuk kepada tata cara hidup dari suatu 

kelompok masyarakat tertentu yang lazim ditaati dan dilakukan secara 
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turun temurun.98 Melayu adalah bangsa dan bahasa melayu yang ada di 

Riau dan Semenanjung Malaka.99 Menurut Burhanuddin Elhulaimy yang 

dikutip oleh Hasbullah dalam Bukunya Islam dan Tamadun Melayu 

megatakan bahwa Melayu, berasal dari kata mala (yang berati mula) da yu 

(yang berarti negeri) seperti dinisbahkan kepada kata Ganggayu yang 

berati negeri Gangga.100  

Jadi pernikahan adat melayu adalah sebuah pernikahan yang 

dilakukan sesuai dengan tradisi-tradisi adat melayu. Adat dalam 

masyarakat Melayu harus memiliki sandaran yang kuat, utama dan tinggi, 

tidak lain tentu saja bertumpu pada al-Qur‟an dan Sunnah Nabi.101 Bentuk 

adat bisa saja diubah atau diganti berdasarkan tuntunan zaman, tetapi 

prinsipnya harus tetap pada al-Qur‟an dan Sunnah Nabi.102 Pernikahan adat 

melayu didasarkan dari tradisi-tradisi turun temurun dari nenek moyang 

terdahulu. 103 

Ungkapan adat Melayu mengatakan “Adat bersandikan Syara‟, 

Syara‟ Bersandikan Kitabullah” yang mengandung arti bahwa adat 
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sebenar adat ialah syara‟ semata-mata. Hal ini mengokohkan Adat Melayu 

yang menjadi sumber dan syarat mengandung nilai-nilai luhur keislaman, 

yang menjadi landasan dan sandaran kehidupan bathiniah dan lahiriyah 

orang Melayu. 

2. Kewenangan Adat dalam Masyarakat Melayu 

Kewenangan adat dalam masyarakat melayu Desa Muara Musu 

adalah sebagai berikut :104 

a. Concang tindiek, turun mandi, memberi nama, mencukur. 

b. Khatam kaji, sunat Rasul, aqiqah, serta qurban. 

c. Nikah kawin, Perceraian 

d. Timbun tanah. 

e. Gelar menggelar adat. 

Pernikahan dalam Adat Melayu telah ada sebelum masuknya 

agama Islam.105 Sumber hukum adat adalah kebiasaan dan adat istiadat 

yang berhubungan dengan tradisional rakyat.106 Dalam melakukan arah 

budayanya, orang Melayu memutuskan untuk menetapkan empat bidang 

(ragam) adat Melayu, yaitu : 107 

 

 

                                                             
104 Hasil Keputusan Mubes Adat ke VII Kecamatan Rambah Hilir, h. 13 
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 Hasbullah, Dialektika Islam dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau, Sosial 
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107
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a. Adat yang Sebenar Adat 

Adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasarkan kepada ajaran 

agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh dianjak-alih, diubah dan 

ditukar. Adat yang sebenar adat menurut waktu dan keadaan, jika 

dikurangi akan merusak dan jika dilebihi akan mubazir (sia-sia). 

b. Adat yang Diadatkan 

Adat yang diadatkan adalah adat yang bekerja pada suatu landasan 

tertentu, menurut mufakat dari penduduk daerah tersebut serta tidak 

menyimpang dari adat yang sebenar adat. Pelaksanaannya diserahkan 

oleh rakyat kepada orang yang dipercayai mereka dalam hal ini adalah 

datuk adat setempat. Pelaksanaan adat ini wujudnya adalah untuk 

kebahagian penduduk, baik lahir maupun bathin, dunia dan akhirat. 

c. Adat yang Teradat 

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-

angsur atau secara cepat menjadi adat. Adat yang teradat ini merupakan 

konsep masyarakat Melayu terhadap kesinambungan dan perubahan, 

yang merupakan respon terhadap dimensi ruang dan waktu yang 

dijalani manusia di dunia ini. Namun demikian, perubahan tetap disertai 

dengan kesinambungan yang berasal dari era-era dan keadaan 

sebelumnya. 

d. Adat Istiadat 

Adat istiadat adalah kumpulan dari kebiasaan, yang lebih banyak 

diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat perkawinan, 
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penobatan raja dan pemakaman raja. Adat istiadat adalah ekspresi dari 

kebudayaan melayu. Dalam konteks perkembangan zaman, adat istiadat 

yang bermakna kepada upacara atau ritual ini mengalami 

perkembangan selaras dengan perkembangan zaman.108 

Adapun yang tidak bisa diurus adat (bukan kewenangan datuk adat) 

adalah sebagai berikut :109 

a. Teroris 

b. Narkoba 

c. Ilegal loging 

d. Migas dan non migas 

e. Geng motor 

3. Sanksi Adat 

Dewa Made Suartha menjelaskan bahwa110 sanksi berasal dari kata 

sanctum yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut 

dengan bevestiging/bekrachtiging. Penegasan tersebut bisa berarti hal yang 

positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negative seperti hukuman. Oleh 

karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu. 
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I Made Widnyana menjelaskan bahwa111 sanksi merupakan bagian 

dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti 

sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan 

pemberlakuan hukum pidana di berbagai negara. Sanksi yang ada dalam 

hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau 

mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi 

tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan. 

 

C.  „URF 

1. Pengertian „Urf 

„Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata „arafa, ya‟rifu, 

„urfan ( عِرْفةََ-َيعُْرَفََُ-َعَرَفََ )112 sering diartikan dengan al-ma‟ruf  (َُالَْمَعْرُوْف ) 

dengan arti “sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik”.113 „Urf adalah 

lawan nukr yang berarti tidak dikenal.114 „Urf dapat juga berarti adat115, 

kebiasaan yang baik116, dan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh 
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akal sehat.117 Kata „urf juga terdapat dalam al-Qu‟an dengan arti ma‟ruf 

yang artinya kebajikan dan berbuat baik, seperti dalam surah al-A‟raf ayat 

199 yang berbunyi : 

                      

 

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh”118 

 

Adapun dari segi terminologi, kata „urf mengandung makna : 

نَ هُمْ, أَوْ لَفْظٌ تَ عَارَفُ وْا اِطْلََقَةُ عَلَى مَعْنََ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ  وَسَارُوْا عَلَيْوِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَ ي ْ

رَهُ عِنْدَ سِِاَعِوِ   خَاصٍ لََ تأَلََّفَوُ اللُّغَةُ وَلََ يَ تَبَادَرُ غَي ْ

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya 

dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun 

suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan 

dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak 

memahaminya dalam pengertian lain”119 

 

„Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun 

perbuatan.120 Kata „urf adalah sebagai kata penguat terhadap kata adat. 121 
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2. Dasar Hukum „Urf 

Para ulama sepakat bahwa „urf sahih dapat dijadikan dasar hujah 

selama tidak bertentangan dengan syara‟. Kehujjahan „urf sebagai dalil 

syara‟ di dasarkan pada ayat al-Qu‟an surah al-a‟raf ayat 199, berbunyi : 

                      

Artinya :“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma´ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh”122 

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin 

untuk mengerjakan yang ma‟ruf. Sedangkan yang disebut ma‟ruf itu 

sendiri adalah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, 

dikerjakan berulang-ulang, tidak bertentangan dan yang dibimbing oleh 

prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Oleh para ulama ushul fiqh dipahami 

sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. 

Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk 

mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi 

tradisi dalam suatu masyarakat.123 

3. Syarat-syarat „Urf 

Amir Syarifuddin menyebutkan beberapa persyaratan dalam 

menerima „urf, diantaranya : 124 

a. Adat atau „urf itu bernilai mashlahat dan dapat diterima akal sehat. 
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b. Adat atau „urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang 

yang berada di lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar 

warganya. 

c. Adat atau „urf yang dijadikan sandaran dari penetapan hukum itu telah 

ada (berlaku) pada saaat itu; bukan „urf yang muncul kemudian. 

d. Adat atau „urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang ada 

atau bertentanagn dengan prinsip yang pasti. 

 Penerimaan „urf sebagai salah satu pertimbangan di dalam 

menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap 

dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan 

menjadi salah satu faktor dinamisasi125 dan revitalisasi126 hukum Islam itu 

sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai 

insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi127 yang menjadi 

identitasnya. 

4. Macam-macam „Urf 

Para ulama ushul fiqh membagi „urf kepada tiga macam, yakni : 

a. Dari segi Objeknya, dibagi kepada „urf lafzhi/qauli dan „urf amali.128 

1) „Urf lafzhi/qauli 
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„Urf lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga 

makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat. Sedangkan „urf qauli adalah „urf yang berupa 

perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, 

termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi 

dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-

laki saja.  

2) „Urf Amali 

„Urf amali adalah „urf yang berupa perbuatan129 biasa atau 

mu‟amalah keperdataan. Adapun maksud perbuatan biasa adalah 

perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak 

terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan jual beli 

dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat akad jual beli. Padahal 

menurut syara‟, shigat jual beli merupakan salah satu rukun jual 

beli.  

b. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟, „urf terbagi dua, yaitu 

„urf shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan „urf fasid (keabsahan 

yang dianggap rusak). 

1) „Urf Sahih 

„Urf sahih adalah „kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qu‟an dan 
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Sunnah), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak 

pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam 

pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak 

wanita dan hadiah ini tidak dianggap maskawin. Contoh lainnya 

seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad 

ikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat 

dan tidak bertentangan dengan syara‟. 

 

2) „Urf fasid 

„Urf fasid adalah „kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil 

syara‟130. Seperti mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau 

suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, 

karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh 

Islam.131 

c. Dari segi cakupannya, „urf terbagi dua, yaitu „urf „aam (kebiasaan 

bersifa umum) dan „urf khash (kebiasaan yang bersifat khusus). 

1) „Urf „Aam 

  „Urf aam adalah „kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-

mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, 

bangsa dan agama.132  
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2) „Urf Khash 

  „Urf khash adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku 

disemua tempat dan disembarang waktu.133  

5. Perbenturan „Urf 

Bentuk-bentuk perbenturan dalam „urf diuraikan oleh al-Suyuthi 

(dalam bahasan tentang kaidah al-„adah muhakkamah) yang dikutip oleh 

Amir Syaifuddin dalam bukunya Ushul fiqh, bentuk tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Perbenturan antara „urf dengan syara‟. 

Adapun maksud dari perbenturan (pertentangan) antara „urf 

dengan syara‟ disini adalah perbedaan dalam penggunaan suatu ucapan 

ditinjau dari segi „urf dan dari segi syara‟.  

1) Bila perbenturan antara „urf dan syara; yang tidak berkaitan dengan 

materi hukum, maka didahulukan „urf. Sebagai contoh, jika 

seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata ia 

memakan ikan, maka ditetapkanlah ia tidak melanggar sumpah.  

2) Bila perbenturan „urf dengan syara‟ dalam hal yang berhubungan 

dengan materi hukum, maka didahulukan syara‟ atas „urf. Sebagai 

contoh, bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk 

dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak. Berdasarkan 

pandangan syara‟ ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang 
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boleh menerima wasiat karena ia tidak lagi termasuk dalam 

pengertian kerabat yang dimaksud disini.  

b. Perbenturan antara „urf („urf qauli) dengan penggunaan kata dalam 

pengertian bahasa. 

Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah 

beramal dengan bahasa. Bila berbenturan pengamalan bahasa itu 

dengan „urf, maka didahulukan pengertian bahasa. 

c. Perbenturan antara „urf dengan umum nash yang pembenturannya tidak 

menyeluruh. 

Menurut ulama Syafi‟iyah, yang dikuatkan untuk men-takhsis 

nash yang umum itu hanyalah „urf qauli bukan „urf fi‟li. Umpamanya 

perbenturan antara „urf dan nash yang umum dalam akad jual beli 

salam (pesanan). 

d. Perbenturan „urf dengan qiyas.  

Hampir semua ulama berpendapat untuk mendahulukan „urf atas 

qiyas, karena dalil untuk meggunakan „urf itu adalah kebutuhan dan 

hajat orang banyak, karena ia harus didahulukan atas qiyas.134 

                                                             
134

 Amir Syarifuddin, Op. cit., h. 420-422 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian sanksi “salah malah” 

dalam pernikahan adat Melayu di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir 

Kabupaten Rokan Hulu ini meliputi uraian-uraian sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan sanksi “salah malah” dalam pernikahan terjadi apabila 

seseorang telah melakukan kesalahan adat selama proses menuju 

pernikahan. Contohnya , jika tuan rumah salah menempatkan posisi duduk 

calon pengantin laki-laki pada saat rombongan datang untuk akad nikah, 

maka datuk adat bisa menyalahkan dan diharuskan membayar sanksi. 

Pembayarannya dengan setepak sirih yang posisi pangkal daun sirih 

mengarah ke datuk adat, karena jika pucuk daun sirih yang mengarah ke 

datuk adat itu bisa disalahkan kembali oleh datuk adat. Setelah itu barulah 

berucap maaf kepada datuk adat dan saling salam-salaman.  Jika sanksi itu 

tidak dibayarkan maka acara tidak dapat dilanjutkan menurut adat. Karena 

adat sudah menetukan dan menetapkan aturan untuk semua prosesi adat 

dalam sebuah pernikahan. Sanksi yang dibayarkan disebut riya. Setiap 1 

riya di kurs : 3000 (tiga ribu). Dan sanksi tertinggi 40 riya : 120.000 

2. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi “salah malah” dalam pernikahan 

di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

lebih baik ditinggalkan mengingat bahwa menikah adalah kebutuhan 

manusia yang harus dipenuhi. Seseorang yang ingin menikah adalah orang 
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yang ingin beribadah, mengharapkan ridha Allah, mengikuti sunnah Nabi. 

Harusnya masyarakat memberikan kemudahan untuk orang-orang yang 

ingin menikah, bukan mempersulit sehingga menimbulkan dampak yang 

buruk. Selain itu bertentangan dengan syara‟ (Al-Qur‟an dan Hadits) yang 

menjelaskan bahwa Allah senantiasa memudahkan dan tidak menyulitkan. 

Sedangkan Sanksi “salah malah” yang dilakukan selain masalah nikah 

seperti sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi di 

masyarakat tetap boleh dilakukan namun dengan meninggalkan beberapa 

adat yang tidak sesuai dengan syara‟.  

 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepada segenap sarjana Muslim, khususnya alumni Syariah dan hukum 

yang menggeluti pelajaran tentang hukum pernikahan, sangat diharapkan 

keterlibatan dalam memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum 

keluarga Islam kepada masyarakat Desa Muara Musu Kecamatan Rambah 

Hilir yang selama ini hanya menjalankan adat secara turun temurun.  

2. Kepada masyarakat Desa Muara Musu untuk memahami ketentuan Allah 

atau syari‟at Islam itu lebih baik dari segalanya. Masalah sanksi “salah 

malah” dalam pernikahan adalah adat yang berlaku turun menurun yang 

perlu untuk digali lagi hukumnya. Ketetapan dan keputusan yang terdapat 

dalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat dan tradisi yang ada 

tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. Jika adat dan tradisi bertentangan 
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dengan syari‟at Islam, maka kita harus mendahulukan syari‟at Islam dari 

pada adat istiadat tersebut. 

3. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para akademis 

intelektual dan orang-orang yang mendalami ilmu agama dalam masalah 

pernikahan adat Melayu khususnya para pejabat adat yang terlibat dalam 

Lembaga Adat Melayu (LAM) Rokan Hulu yang berlokasi di pusat kota 

Pasir Pengaraian, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada 

kesalahan di dalam mengerjakannya. 
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